
SALINAN: 
- ........ _ 

KOMISI INFORMASI PROVINSIJAWA BARAT 

PUTUSAN 
Nomor: 1081/PTSN-MK. PA/KI-JBR/X/2020 

1. IDENTITAS 

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan 
menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 
1862/K-14/PSl/KI-JBR/IX/2020 yang diajukan oleh: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6 

Na ma 

Alamat 

Asep Muhidin 

Kp. Mariuk RT.01 RW.04 Ds. Pasirwaru Kee. Bl. Limbangan, 
Kabupaten Garut Jawa Barat 44186 

selanjutnya disebut sebagai Pemohon 

Nama 

Alam at 

Terhadap 

PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 
Ga rut 

JI. Otto Iskandardinata No.140 A, Pasawahan Kee. Tarogong 
Kaler, Kabupaten Garut Jawa Barat 44151 

yang dalam persidangan ajudikasi Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat pada 
hari Ra bu tanggal 21Oktober2020, Fauzan selaku Manager PT PLN (Persero) 
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Garut melalui surat kuasa nomor 
0004.Sku/SDM.02.07 /B02080000/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 
memberikan kuasa kepada: 

Nama Soni Maulana Ichsan 

Jabatan Pegawai PT PLN (Persero) 

Nama Asri Mayang Saputri 

Jabatan Pegawai PT PLN (Persero) 

Nam a Renni Soraya 

Jabatan Pegawai PT PLN (Persero) 

Na ma Radite Panji Perdana 

Jabatan Pegawai PT PLN (Persero) 

Na ma Reza Drajat Pratama 

Jabatan Pegawai PT PLN (Persero) 

Nama Raden Prayudi Setia Affadie 

Jabatan Pegawai PT PLN (Persero) 
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[1.2] 

7 Harm. 

Jab<iltan 

8 Hama 

M~ ftr.~fa:: !-w11ati 

P~rtai PT PU~ (?ers--t10) 

Dedi SYgondi 

P~mi PT PLH (Perz.eroJ 

S~lanjutrr;~ direbut9-.l:la-~i Termohon.. 

Telah m~mlv.Aa rorat pemwrumzn PemDhon; 

Telah m~ndengarlr.etsrangan Perrwru:m dzn Terrnohon; 

Telah m~m~n'Y.sa bul1i·bu~ d2rf Pemo!wn dan Tennohon; 

2. DUDUKP:ERKARA 

A Pend.ahulu.an 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohnn telah m!;ng.a.ju~.an Pennohonan Penyelesafan 
Seng%.C?t.a lnformasi Publlk yang diterima dzn terda.ftar di Kepaniteraan 
Komisi lnfonnasi Prrninsi Jawa Ba rat p:>....rla ta~J 1September2020 dengan 
datangrecara langsung clan diregLeter pa.da tangy:J 3 September 2020 dengan 
regi.st:rasi £engYEta nomor 1262/Y.·14/PSJrlJ·JBR/r.l./2020. 

Kronologi 

[2.2] Pad.a t:anggal 23 Juni 2020 Pemohon mengajukan ~rat perrnint.aan fnform2si 
k.epada PT. PW Unit Pela-follZn Pe!anga;n (UP3) Ga.rut dengan nomor 
72/VI/M?..s;ara'a t-Garot/2020 perihal Permintzan Salinan Data berdasarkan 
tanda ti:rima surat tan~.fi] 23 Juni 2020, berupa: Bukti pe:nyetoran hasH 
pi:n.a.riJ.-.an/p~mung1Jtan PPJ hp<:.d.a Pemlr..ab Garut dari tahun 2017, 2018, 2019 
hingga Mei 2019; Salinan MoU yang dibuatantara Pem¥...ab Garutdengan PT. PLN 
yang berlaY.u d.an/atau dija.dilr.an acu.an/da.sar hukum sejak 2017 sampai saat 
ini; Tagihan at?...s p~nggunaan beban/ck-ya PJU bescr-..a lokasi PJU dari tahun 
2017, 2018, 2019 hingg,a Mti 2020. 

[2.3] Pad.a tang.gal 6 Juli 2020 Pernohon m~ngajur.an surat keberatan kepada Kepala 
PLH Pro-rinsi Jawa Barat. Kepala PW UP 3 .Kalrupaten Garut dan Ke-pc:!a Diskominfo 
Kabupaten G:arut dengan nomor surat 75/Vll/Mastfarakat -Garut/2020, 
berdasark.an tanda terima Surat tangga.J 6 Juli 2020. 

{2.4] Pad.a TanggaJ 13 Juli 2020 Termohon memben'Y.an tanggapan at.as surat dari 
Pemohon, dengan TUJmor surat 0412/AGA04.01/B02020000/2020, ter-.anggal 
13 Juli 2020. 

[2.5] Pad.a tanggal 1 Septemb€r 2020 Pemohon mengaju'lr.an pennohonan 
penyelesaian senw.eta informasi Jr.epada Komisi Inforrnasi Provinsi Jawa Barat 
dengan datang secara Jangsung. 

(2.6] Pad.a tanggaJ 3 September 2020 Komisi Inforrnasi Provinsi Ja·wa Barat mencatat 
dan meregister perrnohonan pew;elesaian senglr.eta informasi dengan nomor 
register; 1860/K·J4/PSJ/YJ·JBR/IX/2020 dengan nomor a.kt.a: ·25 REG­
PSI/VII/2020. 
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[2.7] Pada tanggal 6 Oktober 2020 Komisi lnformasi Provins! Jawa Barat 
mengirimkan Surat Ralat Akta Registrasi dengan Nomor: 05/ ADM/PSl/1<1-
JBR/X/2020, merubah Nomor Register: 1860/K-14/PSl/Kl-JBR/IX/2020 dan 
Nomor Akta: 1425/REG-PSl/IX/2020 menjadi Nomor Register: 1862/K· 
14/PSl/Kl·JBR/IX/2020 dan Nomor Akta: 1427 /REG-PSl/IX/2020. 

[2.8] Pada tanggal 21Oktober2020 dilaksanakan sidang Pemeriksaan Awai di Kantor 
Komisi l~formasi Provinsi Jawa Ba rat yang dihadiri Pemohon dan Termohon. 

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik 

[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan. 

Petitum 

[2.10] Meminta kepada Komisi lnformasl Provins! Jawa Barat untuk menyelesalkan 
sengketa informasl publik sesual dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 

B. Alat buktl 

Keterangan Pemohon 

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 
Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai 
berikut: 

1. Bahwa Pemohon mengirim surat permohonan antara tanggal 22 dan 23 
Juni. 

2. Pemohon menerima surat jawaban dengan mengambil langsung ke 
kantor PLN. 

3. Surat jawaban Termohon tidak disertakan alasan-alasan atau penetapan 
pengecualian. 

4. Dalam surat pertama Pemohon menyampaikan surat permohonan tetapi 
tidak dijawab sesua6 ketentuan, yaitu 7 hari kerja. 

5. Pemohon menyampaikan keberatan sesuai dengan ketentuan, setelah itu 
Termohon menyampaikan surat jawaban walaupun secara redaksional 
keliru. 

6. Setelah menghitung waktu Pemohon menglrimkan surat jawaban yang 
juga ditembuskan kepada petinggi atau pimpinan PLN secara hierarkis. 

Surat-Surat Pemohon 

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: 

Bukti P- 1 Salinan surat permohonan informasi publik nomor: 
72/Vl/Masyarakat-Garut/2020 tertanggal 22 Juni 2020, perihal 
Permintaan Salinan Data 

Bukti P- 2 Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik 
tertanggal 23 Jun! 2020. 

Bukti P- 3 Salinan surat keberatan informasi 
75/Vll/Masyarakat-Garut/2020 tertanggal 
Keberatan 
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Bukti P- 4 Salinan tanda terima surat keberatan informasi publik tertanggal 
6 Juli 2020. 

Bukti P- S Salinan jawaban surat dari Termohon, perihal Permohonan Data 
nomor: 0412/AGA.04.01/802080000/2020 tertanggal 13 Juli 
2020. 

Bukti P- 6 Salinan Kartu Penduduk atas nama Asep Muhidin 

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, 
Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 

1. Primer 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh 
informasi publik yang diminta Pemohon. 

2. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi 
oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan. 

2. Subsider 

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keterangan Termohon 

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 
Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai 
berikut: 

1. Bahwa PPID utama adalah manager PT.PLN UP3 Garut 

2. Termohon menerima surat permohonan informasi tanggal 23 )uni 2020. 

3. Pada poin 3 pada surat jawaban bahwa Termohon memiliki perjanjian 
dengan Pemerintah Kabupaten Garut, dalam perjanjian tersebut bahwa 
informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Jika terdapat 
permohonan informasi maka Termohon harus konfirmasi terlebih 
dahulu kepada Pemerintah daerah. 

4. Surat jawaban Termohon tanggal 13 Juli 2020 menjawab sekaligus surat 
tanggal 23 )uni 2020 dan 6 Juli 2020. 

Surat-Surat Termohon 

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: 

Bukti T- 1 Surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020 

Bukti T- 2 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Soni Maulana lchsan 

Bukti T- 3 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri Mayang Saputri 

Bukti T- 4 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Renni Soraya 

Bukti T- S 

Bukti T- 6 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Reza Dr 
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Bukti T- 7 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Prayudi Setia 
Affadie 

Bukti T-8 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Indah Mawati 

Bukti T- 9 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Sugandi 

3. KESIMPULAN PARA PIHAK 

Kesirnpulan Pernohon 

[3.1) Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan. 

Kesirnpulan Terrnohon 

[3.2) Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan. 

4. PERTIMBANGAN HUKUM 

[4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai 
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 
35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan lnformasi 
Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Komis! Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP). 

[4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner 
akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kewenangan Komis! lnformasi Provins! Jawa Barat untuk memeriksa, 
memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon. 

Terhadap kedua ha! tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: 

A. Kewenangan Kornisi lnforrnasi Provinsi Jawa Barat 

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1angka4, pasal 1angka5, pasal 26 ayat 
(1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 dan pasal 
6 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang 
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. 

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan 
informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) 
huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP. 

[4.5) 

[4.6) 

Dipindai dengan CamScanner 



[4.7) 

[4.0J 

Menlmhang bahwa TermfJhori :uJ:ilah P'J'.PUI rJnl l't;J:>k~:sri;J 111;1:,;an~n 
PclangpJJ n (1)1'3) Carut merupakan Hrufan l)1J bllk di J>rm1n~I J3·11;; IJ:tr:,t, ~1;:; 1){,1 
dcngan paaal 27 ayat (:J) lJIJ Kii'. 

Mcnlmbanu bahwa bcrda r:ar¥~n uralan p:,;raw af [4,IJ] ffon fHJrl11,f:JI (/r,7f 
tcrnebut Majclln Kumlolon,:r b1:rp1:nd:ipa t b<Jh w:, V,1Jrnl~I lnforrrw:;I Yr1/11:::;i 
jawa Har;it b1:rv1t:n:inv, m1: rr11:r lbw1 mt:mri u:; rfoo m1:nj:; JhYJ',n 1,1;tw·.:;11 

tcrhadap permohonan a quo. 

B. Kcdudukan Hukum ( /,egal standing) Pcmohon 

[4.9] Mcnlmbang bahwa bcrdasar¥.an Paeal 1 anSt)'.3 12, Pa"'al 35 ayat (1) huruf c, 
pasal 36 ayat (1), Pruial 37 UU KIP junct:IJ Pa:;al 1 angY.3 fJ, PazaJ 30 ay;lt (1) twrof 
c dan ayat (2) Peraturan KomlBl lnformCJel Nomor 1tahun2010 tentang5tandar 
Layanan lnformaal Publlk (PEHKI tentang SLIP) juncw Pai:aJ 1 an~.a 6 d::sn 
angka 7, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pa~al 7 PERKI tent;;;ng PPSIP yang pa!Ja 
pokoknya Pcmohon mcrupakan Pcmohon lnformul PubJIY. yang tr:Jah 
mengaju¥.an permohonan pcnyclcaalan Bengketa lnformul Publi~ J.'.epa!Ja 
Komlsl fnformasl Provins! Jawa Barat :;etelah terJeblh dahulu menempuh up·;qa. 
keberatan kepada Termohon. 

[4.10] Menlmbang b~hwa berdasar¥.an fakta Permohonan: 

1. Pada tanggal 22 ]uni 2020 Pcmohon mengaju1'.::in t:urat perminW.in 
fnformasl kepada PT. PLll Unit PclaJt.nana Pelayanan Ptlanggan (UnJ 
Kabupaten Garut dcngan nomor 72/Vl/MazyaraY.at-<Arut/202() pr:rihal 
pcrmlntaan sallnan data berdasar.V..an tanda terlrna t!urat tanwl 23 JunI 
2020, bcrupa: BuY.tl penyewran hasil penarikan/pemungutan PPJ Y..r:pak 
PemJt.ab Garut darl tahun 2017, 2018, 2019 hlng;!.)i Mel 2()19; S<llinan !1foU 
yang dlbuat antara Pemlr..ab Garut dengan PT. PUI yang berl<iY.U d.an/ atau 
dljadilr.an acuan/dasar hukum sejalr. 2017 sampal 5aat lnl; Tagihan aru 
penggunaan beban/daya PJU bcserta foJt.asl PJU darl tahun 2017, 2018, 2019 
hlngga Mel 2020. 

2. Pada tanggal 6 Juli 2020 Pcmohon meng.aju¥.an surat Jt'.eberatan ¥.ep~dd 
Kepala PLN Provlnsl Jawa Barat, Kepala PW UP 3 Kabupaten Garut dan Y.ep<:"3 
Dlskomlnfo Kabupaten Garut dengan nomor surat 75/Vll/Jli2s; ara'l21-
Garut/2020, berdasar.V.an tanda terlma Surat tanggal 6 Juli 2020 

3. Pada Tanggal 13 Juli 2020 Tcrmohon mcnanggapl surat dari Pemohon, 
dcngan nomor surat 0412/AGA04.01/B02080000/2020, tertanggal 13 Juli 
2020. 

4. Pada tanggal 1 September 2020 Pemohon meng.ajuJt'.an permoho:ian 
penyclcsalan sengJr.eta informasl kepada Komlsl Jnformasl Pro-1insi jaw.a 
Barat dengan datang secara langsung. 

5. Pada tanggal 3 September 2020 Komlsi lnformasi Pro·1insi jawa Barat 
mencatat dan meregJster permohonan penyele.saian sengketa informa:;i 
dengan nomor register: 1860/K-14/PSl/Kl-JBR/IX/2020 dengan nomor aha; 
1425/REG·PSl/Vll/2020. 

6. 
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[4.11] Menlmbang berdasarkan 

Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan 

Paling lambat 10 (sepuluh) harl kerja sejak ditcrimanya pcrmlntaan, Sadan 
Publik yang bersangkutan wajib mcnyampalkan pemberitahuan tertulis yang 
bcrlslkan: 

a. lnformasl yang dlmlnta berada di bawah penguasaannya atau pun tldak; 

b. Badan Publlk wajlb memberitahukan Badan Publik yang menguasai 
lnformasi yang diminta apablla lnformasl yang dimlnta tidak berada di 
bawah penguasaannya dan Badan Publlk yang menerima permintaan 
mengetahul keberadaan lnformasl yang dlmlnta; 

c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 

d. Dalam hat permlntaan diterima seturuhnya at.au sebaglan dicantumkan 
mater! lnformasi yang akan dlberlkan; 

c. Datam hat suatu dokumen mengandung materi yang dlkecuali1'..an 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan 
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; 

d. Al at penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau 

e. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoteh lnformasi yang diminta. 

Pasat 35 ayat (1) UU KIP yang menyatakan 

Setiap Pemohon lnformasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada atasan Pejabat Pengetola lnformasi dan Dokumentasi berdasarle.an 
atasan berikut: 

a. Penolakan at.as permlntaan informasi berdasarkan atasan pengecualian 
sebagaimana dimaksud datam Pasat 17; 

b. Tidak disediakannya informasi berkata sebagaimana dimaksud datam 
Pasat 9; 

c. Tidak ditanggapinya permlntaan informasi; 

d. Pcrmintaan informasl ditanggapi tldak sebagalmana yang di mint.a; 

e. Tidak dipenuhinya permlntaan lnformasi; 

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang· 
Undangini. 

Pasat 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan 

Atasan pejabat sebagalmana dimaksud dalam Pasat 35 ayat (1) memberik::rn 
tanggapan at.as keberatan yang dlajukan oteh Pemohon lnfo rmasl Pu bilk datam 
jangka waktu paling lambat 30 (tlga putuh) hari kerj:i sejak diterimanya 
kebcratan secara terrulls. 

Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang mcnyat.ibn 

Upaya penyclcsaian Scngket<l lnformasl Publlk dia jukan dalam v;aktu paling 
lambat 14 (cmpat bclas) hari kerja setetah diterimanya tanggapan tert:Ulis 
darl atasan pejabat sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 

,...-;;;;;...--""'-

Pcnyetesalan Sengketa 
dltempuh apablla: 
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a. Pemohon tldak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang dfben'bm 
oleh atasan PPID; atau 

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas kebera t.an yu1g tt:l;;h 
dlajukan kepada atasan PPID dalam jangJr.a waktu 30 (tfg,a puluh) hzri 
kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPJD. 

Pasal 13 Pasal 5 PERK! tentang PPSIP yang menyatakan 

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (em pat belas) hari kerja sejaY.: 

a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima ofeh 
Pemohon; atau 

b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID 
dalam memberikan tanggapan tertulis. 

[4.12] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSJP ya.ng 
menyatakan 

(1) Pada harl pertama sidang, Maj ells Komlsfoner memeriksa: 

a. Kewenangan Komisi Informasi; 
b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengaju~..an 

permohonan penyelesaian sengketa informasi; 
c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa 

informasi; 
d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 

(2) Dalam ha! permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan 
sela untuk menerima a tau pun menolak permohonan. 

[4.13) Menimbang keterangan Pemohon dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 
21 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan 
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi 
Provinsi ]awa Barat pada tanggal 1 September 2020 yang seharusnya paling 
Jambat diajukan pada tanggal 30 Juli 2020 yaitu 14 (empat belas) hari kerja 
sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh 
Pemohon; atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk 
atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. 

[4.14] Menlmbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai paragraf 
[4.13] tersebut Majelis Komisioner berpendapat tidak menerima 
permohonan penyelesalan sengketa lnformasl Pemohon karena Pemohon 
terbuktl tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai 
Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi 
publlk melebihl jangka waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dlmaksud pada paragraf [4.11]. 

[4.15] Menlmbang bahwa Majelis Komisloner menyatakan tidak menerima 
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak 
akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi. 

C. Kedudukan Hukum (Legal standing) Termohon 

[4.16] Menimbang bahwa Pasal 1angka3 UU KIP yang menyatakan 

Badan Publik adalah lembaga eksekutlf, legislatlf, yudikatif, dan bada 
fungsl dan tugas pokoknya berkaltan dengan penyelenggaraan n 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pen 
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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organisasi nonpemerintah sepanjang sebaglan atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

[4.17) Menimbang Termohon adalah Badan Publik. 

[4.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] dan paragraf 
[4.17) tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi 
syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majells Komisioner 
berkesimpulan: 

[5.1] Komisi Informasi Provlnsl Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara a quo; 

[5.2] Pemohon tidak memenuhl kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon 
untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo karena Pemohon 
mengajukan Permohonan lnformasi melebihi batas waktu yang ditentukan 
sesuai ketentuan (kadaluarsa); 

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik 
dalam perkara a quo; 

6. AMAR PUTUSAN 

Memutuskan, 

[6.1] Menyatakan tldak menerima permohonan sengketa lnformasi Pemohon; 

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Husni 
Farhani Mubarok selaku ketua merangkap anggota Dadan Saputra dan Dedi 
Dharmawan masing-masing sebagai anggota, pada hari Ra bu, tanggal 21Oktober2020 dan 
diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 
oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan diatas dengan didampingi oleh 
Agus Suprlyanto sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan 
Termohon. 

Anggota Majells 

ttd 

(Dadan Saputra) 

Ketua Majelis 

ttd 

(Husni Farhanl Mubarok) 

Petugas Kepaniteraan 

ttd 

Anggota Majelis 

ttd 

. ,: · . . . ~ . ,. '.. . . . 
Dipindai dengan CamScanner 



Catatan : 

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat 
berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi 
Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 tahun 2013 
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik. 
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